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Pengadilan Negeri Gedong Tataan ialah salah satu implementator program 

pembangunan zona integritas sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi yang 

dilakukan  dalam upaya mengatasi permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

serta dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tahap-tahap pembangunan zona 

integritas dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan teori budaya organisasi Sulaksono (2015) yang terdiri dari 

budaya organisasi inovatif, rinci/detail, orientasi hasil, orientasi tim, dan agresif. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Gedong Tataan 

telah melakukan tahap-tahap pembangunan zona integritas sesuai dengan 

Permenpan RB No. 90 Th. 2021 yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pencanangan zona 

integritas, penetapan unit kerja, pembangunan unit kerja, dan pemantauan 

pembangunan zona integritas. Setiap tahap pembangunan zona integritas memiliki 

dimensi budaya organisasi yang berbeda, namun pelaksanaannya belum dapat 

dikatakan optimal karena masih memiliki beberapa kendala dari aspek Sumber 

Daya Manusia (SDM), aspek organisasi, dan aspek sarana yang disediakan. Melalui 

penelitian ini juga dapat diketahui bahwa proses pembangunan zona integritas 

memiliki kesinambungan dan berjalan lurus dengan dimensi budaya organisasi. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INTEGRITY ZONES (ZI) 

TOWARDS A CORRUPTION-FREE AREA (WBK) AND A CLEAN SERVING 

BUREAUCRACY AREA (WBBM) AT THE GEDONG TATAAN STATE 

COURT 

 

By 

ESA YULIARTI 

 

 

 

The Gedong Tataan District Court is one of the implementers of the integrity zone 

development program as a form of bureaucratic reform carried out in an effort to 

overcome problems of corruption, collusion and nepotism, as well as in an effort to 

improve the quality of public services. This research was conducted to determine 

and analyze the stages of integrity zone development and identify the obstacles 

faced. The analysis was carried out using Sulaksono's (2015) organizational 

culture theory which consists of innovative, detailed, results orientation, team 

orientation and aggressive organizational culture. This research uses descriptive 

research methods with a qualitative approach.  The research results show that the 

Gedong Tataan District Court has carried out the stages of building an integrity 

zone in accordance with Permenpan RB No. 90 Yr. 2021 which consists of 4 stages, 

namely declaring the integrity zone, determining the work unit, building the work 

unit, and monitoring the construction of the integrity zone. Each stage of developing 

an integrity zone has different dimensions of organizational culture, but its 

implementation cannot be said to be optimal because it still has obstacles in terms 

of Human Resources (HR), organizational aspects, and aspects of the facilities 

provided. Through this research, it can also be seen that the process of building an 

integrity zone has continuity and goes straight to the dimensions of organizational 

culture. 
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